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P  U  T  U  S  A  N

Nomor  57/Pdt.G/2015/PA.Nnk.

بسم الله الرحمن الرحیم
  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan 

SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai 

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak ayam, pendidikan 

SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai 

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK   PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret  

2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal   

4 Maret  2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari’at Islam pada 

tanggal 12 Mei 1988 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  -, 
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tanggal 22 Juli 1998, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di 

Sulawesi, kemudian berpindah pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat 

bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT.3 RW.1 Kelurahan Selisun 

Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan 

hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 mulai terjadi 

perselisihan dan pertengkaran di sebabkan : 

a. Tergugat sering main perempuan bahkan Penggugat  pernah dimadu 

selama 13 tahun;

b. Tergugat sering minum minuman keras dan sering pergi ke tempat 

hiburan malam;

c.   Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat, seperti anjing;

d.   Tergugat tidak senang kepada semua keluarga Penggugat yang datang 

ke rumah Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nofember 

2014, karena masalah yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan 

rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di 

Jalan Lumba lumba;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai 

sekarang selama 3 bulan; 

7.   Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada 

komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan bathin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil;
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9.  Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat 

sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

9.  Bahwa perceraian lebih maslahat daripada menerusakan perkawinan, oleh 

karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh 

Penggugat;

      Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan  

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Abd. Malik bin Mahmud) 

terhadap Penggugat (Sami binti Laming).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas 

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

• Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 22 Juli 1998, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten 

Kolaka,  bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda 

P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, 

tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

• Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

kami di Sulawesi, kemudian berpindah pindah, terakhir tinggal di 

Selisun hingga pisah;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang 

anak; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

selama 3 bulan;

• Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling 

mengunjungi lagi;

• Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran;

• Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat 

bertengkar dan ada juga saksi mendengar cerita dari cucu;
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•   Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena 

Tergugat sering main perempuan dan Penggugat sudah pernah 

dimadu, Tergugat sering minum minuman keras dan marah-marah 

serta tidak senang dengan keluarga saksi;  

• Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun 

kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, 

tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

• Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

saksi di Sulawesi, kemudian berpindah pindah, terakhir tinggal di 

Selisun hingga pisah;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang 

anak; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

selama 3 bulan;

• Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

saling mengunjungi lagi;

• Bahwa sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

pertengkaran;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat 

sering main perempuan dan Penggugat sudah pernah dimadu 

selama 13 tahun, Tergugat sering minum-minuman keras dan 

marah-marah, Tergugat juga tidak senang dengan keluarga 

Penggugat;
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• Bahwa saksi sering melihat Tergugat dengan perempuan lain dan 

minum-minuman keras;

• Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar 

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak 

berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada 

gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Majelis 

telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun 

kembali dengan Tergugat, tetapi tidak  berhasil; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak 

hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara 

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal 

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan 

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan 

Saksi II  telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka 

persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat 

dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat 

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus 

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila 

dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-

fakta hukum sebagai berikut:
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• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

• Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang 

anak;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun 

dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

penyebabnya Tergugat sering main perempuan dan Penggugat pernah 

dimadu dan Tergugat juga sering minum minuman keras, suka marah-

marah dan serta tidak senang dengan keluarga Penggugat;  

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah 

pisah rumah;

• Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

• Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan 

tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat 

tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah 

terbukti rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat sudah   pecah karena sering  

terjadi perselisihan   dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan 

lagi dalam satu rumah tangga, hal mana ditunjukkan dengan keduanya telah 

berpisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga yang demikian  secara nyata 

tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan   yaitu   membentuk 

rumah   tangga    yang    sakinah,   mawaddah   dan rahmah sebagaimana yang 

dikehendaki oleh al-Qur’an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  Tahun  

1991.  Oleh  karenanya    Majelis  Hakim berpendapat bahwa perceraian 

merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka   gugatan   Penggugat   telah   memenuhi   ketentuan   pasal 39 

ayat  (2)    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf  (f) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf  (f)  Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan 

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II 

halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang 

berbunyi :

اذا ثبتت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة 
اواعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه 

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن 
الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri 

atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak 

dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan 

Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh 

dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh 

karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c 

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan 

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, 

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan 
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hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat 

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk 

mengirimkan Salinan Putusan yang telah yang telah berkekuatan hukum 

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pakue dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah         

 Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai 

Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.I. dan Khairul Badri, Lc., MA. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 Masehi, 
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bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. 

Wahdatan Nusrah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

                          ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,
ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,
                             ttd     

Dra. Wahdatan Nusrah  

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran Rp    30.000,00
2. Biaya Proses Rp    50.000,00
3. Panggilan Rp  375.000,00
4. R e d a k s i Rp      5.000,00
5. M e t e r a i Rp      6.000,00
    Jumlah Rp  466.000,00

Nunukan, 27 Maret 2015

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

ttd
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                                                                        Drs. Mohamad Asngari
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